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ABSTRAKSI 

SISTEM 'PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
BERENCANA 

(Studi Kasus kejaksaan Negeri Gunung Sitoil) 

OLEH 
YA;ATULO IIULU 
NIM : 07 840 0312 

BIDANG HUKUM KEPIDA..~AAN 

Analisis hukum dalam kajian .Pembahasan skrip3i ini sistem pembuktian 
dala..'Il tindak pida..'la pembunuhan berencana. Pembuiaian daiam suatu tindak pidana 
pembunuhan berencana akan memberikan kondisi kepada hal-ha! yang berhubungan 
dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain 
pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk 
melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuk:tian juga 
akan me!llb€rikan perlindungan hu!rnm kepada seseorang yang disangkakan telah 
melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu 
memberikan buk:ti bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya. 

Adapun permasaiahan yang diajukan daiam peneiitian ini adaiah bagaimana 
kedudukan pembuk:tian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH 
Pidana bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan buk:ti yang 
berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana. 

Untuk melakuk<:tD. pembahasarr skripsi ini maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penel~tian lapangan pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dengan 
cara menganalisis kasus. 

Dari hasil penelitian maica diketahui kedudukan pembuktian dalam tindak 
pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana amat sangat penting, karena 
dengan adanya Pembuk:tian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas 
suatu tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana proses pembunuhan tetjadi, 
serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini 
juga memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan berencana 
tersebut. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan buk:ti yang berhubungan 
dengan kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan olah TKP dimana 
te:jaW.Uya pembunuhan berencana tersebut. ldentifikasi TKP akan memunculkan 
siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang 
dipergunakan dalam pembunuha.11 dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak -pihak 
tertentu yang menyaksikan pembunuhan terse but. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Salah satu hal yang ;nempunyru pei·anan penting dalam pemeriksaan di 

persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) y~mg adil dru1 jujur 

menurut hukum adalah hal pembtLlctian. Hukum pembuktia'l merupakan keseluruhan 

aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari 

setiap kejadian masa lalu yang relevan denga.J. persangkaan terhadap orang yang 

diduga melakukan perbuatan pidana. 

Kegiatan pembuktian sangat mend-:.Jk:ung antuk memperoleh kebenaran dan 

keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh 

keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan 

di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan 

di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan 

(vonnis) yang seadil-adilnya. 

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah : 

( 1) a. Keterangan saksi, 

b. Keterangan ahli, 

c. Surat 

d. Petunjuk, 

e. Keterangan terdakwa. 
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(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidcl<: perlu dibuktikan. 

Salah satu kedudukan pentingnya pembuktian dalam pembahasan skripsi ini 

adalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kedudukan pembuktian dalam 

proses pemeriksaan t~rdakwa pembunuhan berencana amat sang::tt berhubungan 

pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah 

dirumuskan dalam Pasal 340 KUH Pida'l.a yang pada dasamy'l mengulang kembali 

seluruh unsur dalam Pasal 388 KUH Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur 

lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasa! 340 KUH Pidana 

mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 Ku-:::t-I Pidana, maka pembunuhan berencana 

dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendir! (een zelfstanding misdrij/) 

lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentl.!k pokok (Pasal 338 KUH 

Pidana). 

Pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana akan 

memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap, vonis 

yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain pembuktian akan memberikan dukungan 

kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seorang 

tersangka. Selain itu pembuktian juga akan memberikan perlindungan hukum kepada 

seseorang yang disangkakan telah melakukan pembunuhan, karena aparat penegak 

hukum harus terlebih dahulu memberi\a.i~ bukti bahwa seseorang tersebut adalah 

pelakunya. 
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A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Seperti .kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi 

han~s ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau 

pengertian yang berbeda-beda dari juriul Skripsi ini, diillana judul Skripsi yang 

dimaksud adalah : "Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembun•than 

Berencana". 

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul 1m 

secara kata demi kata sebagai berikut : 

Sistem adalah suatu cara yang tersusun dan tertata sedemikian rupa. I 

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti tanda atas bukti seuatu 

kejadian. 5 

Dalam artinyajauh ke dasm-, tentang sesuaiu, di suatu tempat dan lain-lain? 

Tindak Pidana Pembunuhan B~rencana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana 

adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama 20 ( dua puluh) tahun. 

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Aksara, Jakarta, 
2003, hal. 922. 

2 Ibid, hal. 1073. 
3 Ibid, hal. 623. 
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Berdasarkan pengertian di ata.s maka dapat dipah2Illi bahwa penegasan judul 

yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang sistem pembuktian yang diterapkan 

dalam mengungkapkan suatu kasus atau tindak pidana pembunuhan berencana 

dengan melakuk~ penelitian di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli 

B. Ahsan Pemilihan Judul 

Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang 

terdakwa untuk menjatuhk:an pidana kepada seorang terdakwa harus : 

Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut UU. 
Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan 
dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-:-Undang," 

183 KUHAP, ba.rangk~'i d:itu}ukan untuk me'.\"Jjudkan suatu ketentuan yang 

seminimal mu..1gkin dapat menjamin tegaknya kebenaran seiati, serta tegaknya 

keadilan dan kepastian hukum. pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan 

Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 18 KUHAP pembuat undang-undang 

telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam 

kehidupan penegakan huk:um di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. 

Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu k~satuan penggabungan antara sis-

4 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka 
Kartini, Jakarta, 2002, hal. 800. 
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tern Conviction-intime dengan sistem pewbuktian menuru undang-undang secara 

positif. 

Memang benar, jika diperhatikan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat 

dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya p;;:nilaian kesalahan terdakwa 

semata-mata ditentukan oleh k~yakinan seperti yang dianut oleh sistem pembuktian 

conviction-intime. Bukankah keyclcinan itu bersifat abstra.~ dan tersembunyi se~ara 

subjektif dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu 

sistem pembuktian menurut keyakinan hakin1 semata-mata, mempunyai tendensi 

kecendemngan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan saiah atau tidaknya 

terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masala_lt :.mbjektif seorang 

manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. 

Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan 

praktek penegakan hukunl yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi 

sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan 

cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim, 

berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum 

tersebut, sedikit banyak agakjauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini 

hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan 

suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkrn pidana kepada seorang 

terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah. 

Untuk hal yang demikian maka keberadaan pembuktian amatlah penting 

ri~la..tn hubungannya denga.'l tindak pidana pembunuhan berencana Sebagai suatu 
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bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka 

pengungkapan. kasus ini harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat 

umumnya dan khususnya keluarga korban. Berdasarkan kenyataan tersebut maka 

keberatan pembuktian sebagai kunci pengungkapan kasus p~mbunuhan berencana 

amatlah menarik untuk dibahas dalam skripsi ini, serta memperbandingkrumya 

dengan beban pembuktian lainnya. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masaiah dalam penelitian ini adaiah : 

1. Bagaimana kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencena 

Pasal 340 KUH Pidana. 

2. Bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukii yang berhubungan 

dengan kasus pembunuhan berencana. 

D. Hipotesa 

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi 

berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh 

sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan 

kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasa'l sdanjutnya. 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka 
harus d:luj:l kebenarannya denganjalan penelltian. Hlpotesa tidak perlu selaiu 
merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan 
oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab iu 
bisa saja terjadi dalam pembahasannya na.11ti apa yang sudah dihipotesakan itu 
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temyata teijadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan 
mungkin saja yang temyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut 
bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. 5 

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka 

penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut : 

1. Kedudukan pembuklian dalam tindak pjdana pembunuhan berencana Pasal 340 

KTJH Pidw.a amat mendukung dalam mengungkapkan kebenarE di depan 

peradilan. 

2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bukti yang berhubungan dengan kasus 

pembunuhan berencana adaiah dengan melakukan upaya mencari motif daripada 

teijadinya pembunnhan berencana, serta melakukan keijasama de:1gan 

masyarakat yang mengetahui, melihat dan menyaksikan peristiwa pembunuan 

terse but. 

E. Tujuan Pembahasan 

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

Saijana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang kedudukan 

pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH 

5 Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fak. Hukum USU, 
Medan, 1990, hal. 3. 
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Pi dana. 

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi i~ menjadi sumbangan 

terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat 

bagi instansi terkait. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dari penyempl!lllaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang 

lengkap sebagai pe!bandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunak.an : 

1. Penelitian Kepustaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat 

teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modu! diktat-diktat, maupun 

pengetahuan urn urn yang relevan dengan judul permasalahan. 

2. Penelltian lapangan (Field Research) 

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dalam praktek di lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dengan cara 

meugambil kasus yang berhubungan dengan judui penelitian, yaitu Kasus 

Pembunuhan Berencana (Pasal340 KUH Pidana). 

G. Sistematika Penullsan 

Dalam penyusunan skripsi Inl, perencanaan penulisan dilakukan sebagai 

berikut_:_ 
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PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan 

Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode 

Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan. 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA 

Dalam bab yaTlg ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengerti211 

Pembunuhan, Pe~bunuhan Berencana, serta Sanksi Pidana Atas Tindak 

Pid3lla Pembunuhan Berencana. 

TINJAUAN u.LvftJM TENTANG PEMBUKTIAN 

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Penerapan dan 

Kecenderungan Sistem Pembuktian KUHAP, Sistem Pembuktian Yang 

Dianut KUHAP, Prinsip Minimum Pembuktian ser.a Alat-Alat Bukti 

Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. 

Bab IV. KEDUDUKAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA 

BabV. 

PEMBUNUHANBERENCANA 

D&lam bab ini akan diuraikan tentang : Kedudukan Pembuktian Dalam 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Upaya-Upaya Penyidik Dalam 

Mencari Alat Bukti Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan 

Berencana, Kasus dan Tanggapan Kasus. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan 

saran. 
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BABII 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA 

A. Pengertian Pembunuhan 

Perkataan pembunuhan yang bera~al dari kata dasar b1muh, dalam pengertian 

sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.6 

Dengan demikian pembunuhan t~rsebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan 

manllsia yang dilak.l!kan dengan sengaja tmtuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang 

iain, daiam hai ini tidak dipersoaikan dengan bagaimana cara meiakukan 

pell!bunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang 

lain. 

Apabila kata ''tindak pidana" dengan "pembunuhan" digabung dalam satu 

kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan 

nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas 

bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana. 

Tindak pidaua pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa 

orang lain dengan sengaja. 7 

Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan 'jiwa". Kata nyawa, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut : 

6Dinas Pendidik:an Nasional, Op.Cit., hal. 1079. 
7/bid, hal. 1079. 
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1. Pemberi hidup kepada badan wadak, 

2. Jiwa, roh. ~ 

Sedang kata ' jiwa" dimuat artinya antara lain : 

a. ~oh man usia (ya.'lg ada di tubuh dan yang menyebabkan hid up). 

b. Seluruh kehidupan batin manusia. 9 

Pengertian nyawa dimaksudkm adalah yang menyebabkan kehidupan pada 

mar-usia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia 

yang secara umum disebui ;>embunuhan. 

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan 

"penganicyaan" tetapi KUHP sendirl tidak memuat arti penganiayaan tersebut. 

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : 

"perlakuan yang sewenang-wenang". 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirnuat dalam beberapa pasai-

pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-

jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi 

atas: 

1. Pembunuhan biasa (doodslag), 

2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (noOliweer), 

3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (moord) 

4. Pembunuhan terhadap anak (Kinderdoodslag) 

8 Ibid., hal. 790. 
9 Ibid, hal. 475. 
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5. Pembunuhan anak yang direncanakan (Kindermoord). tO 

B. Pembunuhan Berencana 

Pcngertian dari direncanakan lebih dahulu (Voor bedachte rade) yaitu antara 

timbuffiya maksud untuk membunuh dengan pelaksdllaannya itu masih ada tempo 

bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara 

bagaimanclcah pembunuhan itu akan dilakukan. 

Terlebih dahulu telah diiegaskan dalam bah pendahuluan apa yang dimaksud 

dengan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Dalam melakukan 

pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan 

tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendakinya dapat 

d!bunuh atau dihilangkanjiwanya. 

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini telah ditetapkan di 

dalam Pasal 340 KUH Pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih 

dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan 

(Moord), dengan huk.lll11an mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara 

selama-lamanya dua puluh tahun". 

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, 

bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat 

perencanaan sampai tindakan pembunuhan. 

10Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2002, hal. 55. 
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Dan di dalam tindakan tersebut tidak boleh terjadi kekeliruan. Artinya : si 

pelaku yang bermaksud membunuh si A, tetapi yang terbunuh si B, maka disini tidak 

termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, karena terbun•Jhnya si B tidak ada 

dalam perencanaan si pelaku. Jadi pembunuhan berencana menurut J(UH Pidana 

tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUH Pi~ana, yaitu si pelaku dan 

orang yang dibunuh tidak boleh tidak harus orang yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan tersebut. 

Pembunuhan merupakan kejab.atan terhadap yang dapat terjadi karena 

dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaianikealpaan seseorang, maka 

menimbulkar. korban &tau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan 

itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan senga,ia. Ini terbukti karena ada 

perencanaan. Artinya : si pelaku yang mempunyai tempo berpikir, apakah 

pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. 

Kejahatan terhadap jiwa selain yang direncanakan masih ada pembunuhan 

dalam bentuk lain. Tetapi yang diutarakan dalam skripsi ini ialah pembunuhan 

berencana, dengan pembunuhan biasa yang akan disinggung sepintas saja, sebagai 

unsur pokok daripada tindak pidana pembunuhan berencana. 

Bahwa pembunuhan berencana dilakukan dengan sengaJa seperti 

dikemukakan oleh Satochid Kartanegara : 

Kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan dengan sengaja ini terdiri dari : 
1. Pembunuhan dengan sengaja (pembunuhan biasa, doodslag). 
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu 

(moord). 
3. Pembunuhan atas pennintaan yang sangat dan yang tegas dari orang yang 
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dibunuh. 
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana 

kepada orang lain untuk membunuh diri. 
5. Gequalificeerde doodslag ps. 3 3 9. 1 1 

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena 

dila_lcukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pemah dengan kelalaian. 

Yang dimaksud dengan umur-l!Ilsur ialah syarat ag!3T sesuatu itu benar-benar 

tetjamin kesempumaannya atau keabsahannya. Artinya setelah dipenuhi beberapa hal 

sebagai syarat Ylliig menjadi pokok mak::l terhadapnya diberi suatu nama atau 

!-cetentuan bahwa telah ada suatu pendapat, sesuatu pendapat itu ialah merupakan 

kriteria yang telah dit~rima secara umum. 

Skripsi ini yang secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan 

pembuntu~an ya...~g direncwJ.aka..t teilebih dahuiu, juga tidak t~~Iepas dat-i beberapa 

unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang 

direncanakan, ataupun agar tindak pidana pembunuhan itu merupakan pembunuhan 

berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, 

walaupun hila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjenisannye!. 

Kalau kita perhatikan bunyi Pasal 340 KUH Pidana,maka yang menjadi 

unsur-unsur pembunuhan berencana itu adalah : 

Dengan sengaja, 

Direncana lebih dahulu, 

Menghilangkan jiwa orang lain. 

11 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442. 
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Menurut Pasal 340 KUH Pidana, ketiga unsur inilah sebagai unsur pokok dan 

jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka suatu pembunuhan dinamakan suatu 

pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan terseb!!t ketiga 

unsur ini harus ditemui, salal:. satu dari unsur tersebut tidak ada maka pembunuhan 

tersebut bukanlah pembunahan seperti dimaksudkan oleh Pasal 340 KLJH Pidana, 

artinya pembunuhan bukanlah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 

Bagaimana hakekat se!lgaja ialah di dalamnya dijumpai suatu perbuatan yang 

dilakukan atas kemauan dan kesada!"annya sendiri si pelaku .. Artinya si pelaku disini 

disebabkan adanya tujuan yang merupakan kehendaknya sendiri meiakukan 

perbuat3Il tersebut. 

Dalam unsur sengaJa itu seseorang yang melakukan perbuatan sudah 

melandaskan kepadg_ fikiran yang tetap, atas basil beberapa pertimbangan­

pertimbangan dalam proses sejauh mana risiko yang akan timbul sebagai akibat 

perbuatannya tidak dapat ditawarkan lagi, si pelaku dengan kesimpulan atau 

keputusan yang ditetapkannya akan diwujudkan dalam pelaksanaannya. Perbuatan itu 

akan terlaksana dan mengakibatkan seperti yang dicita-citakannya kecuali karena 

sesuatu sebab di luar kehendaknya sendiri. 

Roeslan Saleh mengatakan bahwa : "Dan biasanya dipandang sebagai 

kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui". 

DtL~an menghendaki dan mengetahui identik dengan keterangan di atas, bahwa si 

pelaku dengan niatnya itu (mempunyai tujuan) mengetahui apa akibat atau hasil 

perbuatannya, dengan pelaksanaannya itu dicita-citakannyalnilai perbuatannya 
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menjadi fakta atau bukti sudah terjadi keadaan sebagaimana timbul dalam niatnya. 

KUH P.idana tidak ada membuat suatu rumusan tentang arti "sengaja". Namun 

apa yang dimaksudkan dengan arti "sengaja" dapat diteliti dari penjelasan-penjelas<!n 

undang-undang itu sendiri dari m~mori Van Toelichting sebagai interprestasi I 

penafsiran dari KUH Pid<ma tersebut, bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzei: atau 

Willens enweten. 

Adapun yang dimaksud deng:m" willens en weten" adalah: 

"seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan st:r.gaja, hart!S menghendaki 

(willen) perbuatan itu, serta harus menginsaftlmengerti (weten) akan akioat dari 

perbuatannya itu". 12 

Jika unsur sengaja ini kita hubungkan dengan peng~rtian KUH Pidana maka 

jelaslah >Skesengajaan'' iw barns direaliasildiwujudkan dengan suatu perbuatan 

dengan motif atas dasar kemauannya dan kesadarannya sendiri. 

Bagaimana perhubungan dengan delik pembunuhan (berencana) ini, 

kesengajaan itu adalah merupakan titik awal pembentukan unsur-unsur yang lain di 

dalam pelaksanaan sebagai wujud dari kehendak yang dapat dipertanggung jawabkan 

yaitu risiko/akibat yang diharapkan si pelaku itu. 

Dan kalau dilihat dari segi isi sifatnya kesengajaan ini seperti R. Soesilo 

kemukakan ialah : 

KaLd .>engaja = opzet (dolus) itu ada tiga macam: 
1. Sengaja sebagai maksud ( oogmerk). 

12 Ibid, hal. 291. 
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2. Sengaja sebagai kesadaran pasti akan tetjadi zakerheidsbewust zijn. 
3. Sengaja sebagai kesadaran mungkin akan tetjadi (mogelijkheids bewust 

zijn) yang biasa disebut sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet atau dolus 
eventualis ). 13 

Unsur sengaja dalam hal pembunuhan berencana itu harus jelas tampak dan 

berdasarkan teori tersetut dalam pembunuhan itu niat harus ada. 

Misalnya seorang ibu der..gan ~engaja tirlak rPenyusukan anaknya yang barn 

iahir dan membiarkan si anak tersebut di tempat terbuka, dimana dengan berbuat 

demikian si ibu telah tahu dan bermaksud dengan kesadaranny~ sendiri <iengan cara 

demikian si anak m~ti, artinya dengan sengaja menghihngkan jiwa anak. 

Tegasnya unsur dengan sengaj2. agar pembunuhan itu terwujud hamslah 

merupakan perwujudan dari niat atau maksud yang telah difikirkannya secara matang, 

bahwa perbuata.1 itu atau pembw!Ut~fu! yang di1akukannya mempakan suatu 

keharusan yang timbul dari basil pemikirannya sendiri. 

Sedangkan mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu ialah dalam 

pelaksanaannya yang telah ditetapkan itu, pertama-tama si pelaku telah membuat 

suatu analisa yang baik, bahwa pembunuhan itu akan dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkannya agar pembunuhan itu benar-benar menghilangkan 

jiwa oranglkorban dimaksud. 

Sejauh mana perencanaan tersebut tidaklah tergantung kepada lamanya waktu 

yang diperlukan untuk memikirkannya hanya diperlukan suatu tempo yang dapat 

13R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, 
Jakarta, 1999., hal. 34. 
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menciptakan perencanaannya yang kemudian dilaksanakan menghilangkan jiwa si 

korban. 

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa suatu perencanaan itu antara lain 

diseb<1tk:an : 

Berencana artinya dep_gan direncanakan bbih dahulu, teijemahan dari kata asing 
"met voorbedachterade", antara ~imbulrrya maksud ~an membunuh denga'1 
pelaksanaarmya masih ad::t tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkw 
dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak 
boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang 
penting ialah bahwa daiam tempo itu si pembuat dengan tena_r1g masih dapat 
be:pikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan 
niatnya akan membu:mh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya. 14 

Tempo atau waktu yang diperlukan da!am perencanaan suctah cukup hila saat 

si pelaku dapat memikirkannya dengan tenang, jadi dalam perencanaan dimaksud 

] 'I • 1 1 t•t ~ 1 1 .. 'I 1 • • 1 . • soa... wa.Knl oerapa 1a.."iia tempo yang omun.InKan ouKandiil memp-aK.an soat terpentmg, 

bahwa perencanaan itu telah didasari oleh unsur sengaja, maka pembenahan yang 

dilak.u.kan si pelaku sudah direncanakan terlebih dahulu, dan perbuatannya adalah 

sebagai peiWUjudan dari pada maksud atau tujuannya yang dengan sengaja. 

Misalnya dalam suatu keluarga didapati suami isteri dan anak tiri dari pihak 

isteri. Suami isteri ini sering bercekcok dimana si suami tidak segan-segan melakukan 

tindakan kekerasan terhadap isterinya, akibatnya membuat si anak tiri merasa benci 

dan marah melihat kelakuan ayahnya atau ayah tirinya dan menimbulkan dendam 

hendak membunh ayah tirinya. 

14 Ibid, hal. 23. 
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Si anak dalam hal ini walaupun membunuh ayah tirinya tidaklah termasuk 

sebagai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu karena perasaan dendam 

dalam hatinya bukanlah atas dasar perencanaan yang murni, atau bukanlah sebagai 

analisa basil pikirannya agar tuj uan dari maksud/niatnya tercapai. Disini dalam 

kejiwaan si anak karena dipeng3.1Uhi perasaan dendam merupakan perbuatan yang 

!erpaksa, yaitu disebabka•1 tindakan kekerasan kepada ibu si anak selaku isterinya. 

Jadi pembunuhan tersebut jelasnya bukanlah dimaksukkan dalam kategori 

pembunuhan yang direnc(lnakan. 

Lain hainya bila daiam kasus tersebut, bahwa si anak meiakukan pembunuhan 

itu bermaksud c.ntuk memperoleh harta kekayaan si ayah f.:ri sebagai warisan yang 

akan diperolehnya bila ayah tirinya telah meninggal dunia (mati). maka jelaslah disini 

tidak ada lagi unsur psikologis yang secara terpaksa menimbulkan dendam atau benci 

akibatnya tidak disadari perbuatan itu menghilangkanjiwa orang lain. Dalam keadaan 

adanya keinginan si anak untuk secepatnya mendapatkan harta kekayaan si ayah 

tirinya, maka disini perenca11.aan itu telah dipikirkannya dalam waktu/tempo yang 

tenang. Si anak telah memikirkan sejauh mana tindakan yang akan dilakukannya agar 

jiwa si ayah tiri dihilangkan atau dapat terbunuh. 

Misalnya juga pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 

KJH Perdata, kedua pasal tersebut sama unsurnya kecuali dalam tempo berpikir yang 

dibutuhkan ibu si anak untui\. ~nelakukan pembunuhan. Dalam Pasal 341 KUH Pidana 

si ibu tidak ada kesempatan memikirkan bagaimana caranya yang terbaik baginya 

melakukan pembunuhan itu, hanya disebabkan perasaan takut saja maka dengan 
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sengaja si ibu menghilai1gkan jiwa anaknya sendiri agar dia tidak menderita aib dan 

malu dari pihak masyarakat. 

Sedangkan dalam Pasal 342 KUH Pidana berdasarkan perkataan 

" ........... menjalankan keputusan yang diambilnya ........ " adalah karena pernsaan 

takut (merasa malu kalau melahirk:m seorang anak yang dihasilkan dari suatu 

hub\}]'l_g8fl seks yang tidak swmelanggar ncrma-norma kesusilaan masyarakat ), maka 

pembunuhan ar1ak dilakuk:an. 

Adanya keputusan tidak lain adalah hasil daripada pemiki.ran. Pemikiran itu 

dihasiikan dari niat yang diambii dalam tenggang waktu tertentu dan daiam keadaan 

tcnang yang disebut dengan direnca._'lakan terlebih daimlu tetapi pada umumnya 

pembunuhan anak dalam Pasal 342 KUH Pidana adalah bentuk pembunuhan yang 

direncanakan terlebih dahulu ada sedikit perbedaannya yaitu bahwa si ibu itu tidaklah 

berada dalam keadaan tenang. 

Dalam Pasal 342 KUH Pidana si ibu diliputi perasaan takut, bahwa ia akan 

melahirkar1 anak maka ia berniat akan menghilangkan jiwa anak yang akan atau 

dilahirkannya itu, karena dengan pembunuhan yang dilakukannya itu si ibu 

berpendapat, bahwa pihak lain atau masyarakat tidak akan mengetahui bahwa ia teiah 

melahirkan seorang anak, jadi disini si ibu tidak dalam keadaan tenang. 

::Jalam hal ini perlu diperhatikan mengapa kinderdoodslag dan kindermoord 

itu dilakuk:an oleh si ibu yang di;:;l.Jabkan khawatir dan merasa takut diketahui oleh 

pihak lain dia telah melahirkan, tidak lain ialah karena janin yang dikandungnya 

adalah basil hubungan yang tidak syah, misalnya bukan karena suatu perkawinan 
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yang sah, atauptL11 disebabkan perbuatan perzinahan. 

Pada waktu pembentukan pasal ini, yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu 

yang tidak kawin dengan syah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan sah adalah tidak 

ada ala:;an untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan 

atau ditelaah oleh parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam 

pasal itu di!lyatakan dengan tegas ib'.l yang tidak kawin (de ongehuwdemoeder) akan 

tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan :llasan bahwa bagi 

ibu tidak kawin sah (degehuwdemoeder) tidak ada alasan untuk merasa takut 

diketahui meiahirkan anak:. 

Kiranya cukap jelas unsur direncanakan terlebih dahulu maka pembunuhan itu 

pembunuhan yang direncanakan dan pengertian dengan sengaja sebagai unsur yang 

pertama telah tampak dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan yang 

dikehendaki oleh si pembuat atau si pelaku untuk mewujudkan maksudnya. 

Sebagai bukti bahwa pembunuhan itu telah dilaksanakan dengan sempurna 

sesuai dengan maksudnya, ialah setelah unsur ketiga sudah juga terwujud. 

Menghilangkan jiwa orang lain ialah apabila seseorang telah meiakukan 

tindak pidana pembunuhan. Dengan pembunuhan yang dilakukannya maka si korban 

meninggal dunia (mati) atau hilang jiwanya. Jadi perwujutan maksud yang dengan 

sengaja d?n 5rencanakan terlebih dahulu ialah menghilangkan jiwa atau merampas 

jiwa orang lain. 

Hilangnya jiwa orang lain dalam pembunuhan ini merupakan konskwensi 

daripada tindak pidana itu, bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan pembunuhan 
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ber::!ncana, dimana terhadap setiap unsur/elemen-elemennya telah dipenuhi 

sesempurna mungkin. 

Realisasi pembunuhan yang direncanakan barulah merupakan pembunuhan 

yang dimaksuCkan oleh Pasal 340 KUH Pidana setelah si korban meninggal dunia. 

Pembunuhan berencana itu termasuk dalam jenis yang ma..J.a adalah tergantung 

daripada objek pembunuhan itu dilakukan, apak:ah secara murni memenuhi unsur~ 

unsur yang ditetapkan dalam Pasal 340 KUH Pidana saja sebagai pembu.·1uhan yang 

direncanakan atau menghilangkan jiwa parla umumnya, atau menghilangkan jiwa 

pada umumnya, atau menghilangkan jiwa anak dalam Pasal 342 KUH Pi dana. 

C. Sanksi Pidana Atas Tindak P!dana Pembunuhan Berencana 

Sanski pidana yang dikenakan terhadap pelaku pemb~uhan berencana ini 

adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi si pelaku tetapi hukuman tersebut 

dapat dijatuhkan apabila perbuatan si pelaku memenuhi unsur-unsur dari pada delik 

yang bersangkutan. 

Menurut MVT yang dimaksudkan hukuman ialah : Suatu perasaan tidak enak 

yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 

undang~undang hukum pidana. Hukuma.c"t yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada 

muridnya karena te!.lh melanggar peraturan tata tertib sekolah, itu tidak termasuk 

dalam pengertian ini. 

Undang~undang membedakan dua macam hukuman : Hukuman pokok dan 

hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan ----------------------------------------------------- 
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satu huku..11an pokok. 

Hubungan antara pasal 10 KUH Pi dana dengan pembahasan skripsi ini yaitu 

tentang turut serta dalam melakukan pembunuhan oerencana adalah bahwa dengan 

dilalaLlcan pembahasan atas pasal 1 0 KUH Pidan<1 ini a.Kan dapat dilihat s0cara 

selintas dari hukuman yang akan diterima oleh seseorang yang telah !erbukti 

melakukan turut serta dalam pembunuhan bereDcana. 

Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi 

kumulasi hukuman dapat dijatuhkan, ayitu hukuma_q badan dan hukuman denda. 

Huku_man tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak 

mungkin dijatuhkan sendirian. 

Mengenai jenis-jenis hukuman ini telah diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana 

yaitu: 

1. Hukuman pokok : 

a Hukuman mati, 

b. Hukuman penjara (seumur hidup/sementara):-

c. Huk.-uman kurungan. 

2. Hukuman tambahan : 

a. Pencabutan hak -hak tertentu, 

b. Perampasan bara'l.g ~ertentu, 

c. Pengumuman putusan hakim. 

Tetapi jika kita lihat di dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUH Pidana, maka 

hukuman tambahan ini tidak dikenal. Pada Pasal 338 KUH Pidana kepada 
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pembunuhan biasa maka huk:wnan penjara diiatuhkan selama-lamanya lima belas 

tahun penjara, .pada Pasal 339 KUH Pidana maka pelaku pembunuhan berkwalifikasi 

dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama~Iamanya dua puluh 

tahun. Dan rada Pasal 340 KUH Pidana pembunuhan berencara pelaku dihukum mati 

atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua pulUt'l tahun. 

Tetapi perlu dicatat bahwa huk:uman yang dis~bu!kan di atas i!li tidaklah harus 

dipenuhi demikian ringginya, karena huk:wnan yang dicantumkan dalam delik itu 

adalah hukuman maksimum, sedangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya harus 

mempertimbangkan haJ,hal yang meringankan dan hal,hai yang memberatkan yang 

ada pada diri si pelaku (terdakwa). 

Sehingga hakim jarang menjatuhkan pidana bagi pelaku seperti hukuman 

maksimum yang telah disebutkan di atas. 

Timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan percobaan pembunuhan itu ? . 

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana maka percobaan untuk melakukan 

pembunuhan terancam hukuman, tetapi harus maksud si pembuat sudah nyata dengan 

dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah 

lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. 

Jika hal ini telah dipenuhi (telah dipenuhi unsur~unsur percobaan) maka 

pelaku percobaan pembunuh~~ Gikurangkan dengan sepertiganya. Jika perbuatan itu 

(pembunuhan berencana) yang diancam dengan hukuman W...4ti atau huk:wnan penjara 

seumur hidup, maka percobaan dijatuhi hukuman penjara selama~lamanya lima belas 

tahun. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat 3 KUH Pidana. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN 

A. Penerapan d2n kecenderuligan Sistem Pembuktian KUHAP 

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif dalam kehidupan penegakar. hukum di Indonesi" , Dari masa HIR maupun 

pada saat sekarang seteiah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara neg<!tif sebagaimana yang dirumuskan 

pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem 

pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala l!laca.~ keluhan, 

pergunjingan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul 

disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum ya!lg 

menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh 

keyakinan hakim. 

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian kevakinan 

tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang 

seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata 

didasarkan pada sistem pembuktiar rr.~nurut undang-undang secara positif. Motivasi 

pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak Jiwarnai dan tidak 

dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan 

pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan 
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argumentatif mengkaitkan dan memadukan ket~rbuktian kesalahan terdakwa dengan 

keyakinan halcim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah 

menurut ketentuan cara dan dengan alat~alat bukti yang disebut undang~undang, tanpa 

mengutarakan motivasi keyakinan bakim akan keterbuktian tadi, hakim pada 

umumnya sudah merasa cukup " menimpali " keterbuktian itu dengar.. rumusan 

kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa teiah terbukti dan diyakini. Seolabolah 

keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari 

keterbuktian kesalahan yang dibuk:tikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang 

tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskriptif tanpa aiasan 

pertimbangan yang argumentatif dan tidak me;:n.uat kesimpulan pendapat yang 

merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi 

pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat~ 

kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan 

keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat 

tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti in.i benar .. benar 

sangat miskin dan tidak menyeluruh. 

Kalau dipertanyakan, cenderung ke manakah nanti sistem pembuktian yang 

dianut Pasal 183 KUHAP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan 

hukum masa yang akan datang akan letih cenderung pada pendekatan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif. Alasan 1-...::cenderungan 

pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain : pada masa 

HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut dalam 
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Pasal 294 HIR, kelalaian atau kealpaan hakim menca.11tumkan rumusan keyakinannya 

dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. 

Umpamanya, kesalahan terdakwa telah benar~benar terbukti berdasar 

ketentuan pembuktian dan de!lgan alat bukti yang sah menu.--ut undang-undang. Akan 

t~tapi di dalam putu.san tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat ~'ang 

menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimakscd. Biasanya dalam pmktek, kealpaan 

seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan 

peradilan pertama. Cukup memperbaikinya dengan mcnambahkan kata-kata 

meyakinkan daiam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaiiknya 

sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan sec~ tegas keyakinannya akan 

kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun 

jelasnya, sama sekali tidak r.1crupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat 

banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim 

peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum 

cukup terbukti menurut cara dan dengan alat .. alat bukti yang sah menurut undang .. 

undang. 

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar 

terbukti menurut ketentuan cara dengan alat .. alat bukti yang sah menurut undang .. 

undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan rue~'lbantu dan mendorong hati nurani 

hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang haki.11 yang 

memiliki sikap hati .. hati dan berrnoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang 

muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada 
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taraf pertama sang hakim sebagai m::musia biasa, bisa scja terpengaruh oleh sifat 

prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya 

baru sem~kin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu 

benar-benar terbuicti di persidangcl_fl berdasar ke:entuan, cara dan dengan alat-::1lat 

bukti yang sah menurut undang-undang. 

Jelas sudah, dari alasan.alasan ringkas y311g diuraikan di at'IS, pada 

hakekatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang­

undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang 

kesaiahannya tidak terbukti secara sah menurut undang~undang. Keterbuktian itu 

harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. N~un dipercaya sistem 

pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada 

pendekatan sistem pembuktian mecurut undang~undang secara positif. Sedang 

mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat " unsur pelengkap ". Dan lebih 

berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam 

praktek, dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh 

pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakin-yakinnya akan 

kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika 

tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan 

terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lal~i r.1encantumkan keyakinannya, 

kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan. 
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B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP 

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang 

diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap 

cukup mem&dai membuktikan kesalahan terdakwa. 

Untuk menjawab judul dari sub bab di atas, dap!!t dilihat isi Pasal ! 83 

KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar teijadi dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya". 

Kalau dibandingkan bunyi pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR, hampir 

bersamaan bunyi dan maksud yang terk&ndung di dalamnya. Dapat dilihat bunyi 

Pasal 294 HIR, Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak 

yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar 

telah teijadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan 

perbuatan itu. 

Dari kedua bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP 

maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294 HIR, keduanya sama-sama 

menganut sistem " pembuktian menurut undang-undang seran. negatif ". 

Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 

KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan 

dalam perumusannya. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat : ketentuan pembuktian 
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yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada s~orang, sekurang-kll!angnya dua 

alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk 

menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana 

kepada seorang terdakwa harus : 

Pembuktian haru.s dilakukan menumt ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sa.li menurut UU. 

Dan keyclcinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan 

alat-a!at bukti yang sah menurut Undang -Undang. 15 

Sekedar untuk menjajaki alasan pembuat undang,.undang merumuskan Pasal 

183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentt.!an yar.g 

seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya 

keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini da~at diambil dari makna penjelasan 

Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang 

telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam 

kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang,. 

undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. 

Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara 

sistemConviction,.intime dengan sistem pembuktian menurut undang,.undang secara 

positif. 

18 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 800. 
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Memang benar, jika diperhatikan lebih jauh, sangat berbahaya dan ~angat 

dekat dengan. kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa 

-sernata.mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian 

conviction-intime. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan terscmbunyi secara 

subjektif dan sulit mengujinya dengan cara ciaTI ukuran objektif. Oleh karena itu 

sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata~mata, mempuny2i tendensi 

kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya ter­

dak:\.\.-e kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, 

sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap 

manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan 

praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi 

sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata .. mata digzntungkan keparia ketentuan 

cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oieh keyakinan hakim, 

berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum 

tersebut, sedikit ban yak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah~olah sistem ini 

hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan 

suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang 

terdakwa yang diyakininya tidak benar .. benar bersalah. 

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-un1aLg ~ 

negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR --~· 

pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan pen~ ~-~­

pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yan::-=> L=::=::S:s::: 
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pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati mak.1a dan tujuan sistem 

pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa rnengurangi segala macam keluhan, 

pergunjingan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul 

disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara apaMt penegak hukum yang 

menitik beraikan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh 

keyakinan hakim. 

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah peniiaian keyakinan 

tanpa meng>.1ji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti 

yang sah. Sebaiiknya sering puia dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang 

seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata 

didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi 

pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, ti<hlk diwamai dan tidak 

dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan 

pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan 

argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan 

keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah 

menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa 

mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada 

umumnya sudah merasa cukup " menimpali " keterbuktian itu dengan re~u3all 

kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah 

keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari 

keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang 
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tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskrip~if tanpa alasan 

pertimbangan . yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang 

merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi 

pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalilllat­

kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan 

keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat 

tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar 

sangat miskin d&.I! tidak menyeluruh. 

Kalau dipertanyakan, cenderung ke manakah nanti sistem pembuktian yang 

dianut Pasal 183 KUHAP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan 

hukum masa yaug akan datang akan lebih cenderung pada pendekatan sistem 

pembuktian menurut undang .. undang secara positif. Alasan kecenderungan 

pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain : pada masa 

HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut dalam 

Pasal 294 HIR, kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinannya 

dalam suatu putusan, tidak roengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. 

Umpamanya, kesalahan teniakwa telah benar-benar terbukti berdasar 

ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut undang .. undang. Akan 

tetapi di dalam putusan tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat yanc; 

menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan 

seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan 

peradilan pertama Cukup memperbaikinya dengan menambahkan kata-kata. 
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meyakinkan dalam amar putusan yang bersangkutan. Ak:an tetapi s~baliknya 

sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan 

kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun 

jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hclcim tingkat 

banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim 

peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahzn terdakwa belum 

cukup terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang­

undang. 

Alasan kedua, p-ada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar,.benar 

terbuk:ti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang­

undang, keterbuktian kcsalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani 

hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang 

memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang 

muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada 

taraf pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat 

prasangka Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya 

barn semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya i 

benar .. benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat..:-~. 

bukti yang sah menurut undang-undang. 

Jelas sudah, dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di ~ :;.,-. 

hakekatnya Pasall83 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menl!:"_: ~:Z:l!: 

undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghulnnn seorang t:e!:"~ 
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kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu 

harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun dipercaya sistem 

pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada 

pendekatan sistem pemhuktian menurut undang-undang secara positif. Sedang 

mer..genai keyakinan hakim, hanya akan bersifai " unsur pelengkar ". Dan lebih 

berwama sebagai unsur fonnil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam 

praktek, dapat saja dikesrunpingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh 

pembuktian yang cukup. Sekalipun hilim yakin dengan seyakin-yakilmya akan 

kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika 

tidak dibare:tgi dengan pemlmktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan 

terdakwa telah terbukti dengru1 cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya 

kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan. 

C. Prinsip Minimum Pembuktian 

Azas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang 

harus dipenuhi membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Dengan perkataan lain, 

azas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang hams dipedomani dalam menilai 

cukup tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. 

Sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai telah cukup 

membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah untuk menentukan kesalahan terdakwa 

hams dipenuhi semua ala~alat bukti yang disebut di dalam Pasall84 KUHAP. Atau 

mungkin sudah cukup kalau-itu dibuktikan dengan-sekurang-kurangnya dua atau tiga 
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alat bukti. 

Untuk menjawab hal ini, dapai dilihat isi pasal 183 KUHAP yang menyatakan 

ciengan tegas bahwa kesalahan terdak:wa itu hanya dapat dibuktikan dengan sekurang ... 

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

Ini berarti untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak mesti dipenuhi seluruh 

bukti .. bukti yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP, tetapi telah cukup jika didapat 

2 (dua) alat bukti. Dua alat bukti itu tidak mesti selalu surat dengan saksi. Tetapi 

boleh juga kedua bukti tersebut me!Upakan s:'!k:si-saksi, atau saksi dengan petunjuk, 

atau keterangan terdakwa dengan surat, dan sebagainya. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 

Juni 1983 No. 185 K!Pid/1982 yang membatalkan Pntusan pengadilan Tingkat 

Banding dan Putusan tingkat pertama. Alasan pembatalan didasarkan kepada 

pendapat bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didasarkan 

kepada bukti petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa di luar sidang. Dengan 

demikian alat bukti tersebut tersebut belum memenuhi azas batas minimum 

pembuktian yang ditentukan oleh uudang-undang. 

Sebenarnya azas prinsip minimum pembuktian ini bukan hanya terdapat di 

dalam Pasal 183 KUHAP saja, tetapi juga dapat dilihat dalam pasal 185 ayat 2 

KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. 

Demikian juga dapat dilihat di dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang 

menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saJa tidak cukup untuk membuktikan 
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kesalahannya. Kecuali dalam pemeriksaan perkara secara cepat, satu alat bukti saja 

sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain dari perkara cepat, maka 

tidak diperkenankan oleh undang,undang untuk menampilkan satu !!lat bukti. 

Selain itu banyak contoh-contoh kasus lain yang putusan Pengadiian Tinggi 

maupun Pengadilan negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan 

kunmg lengkapnya atau tidak dipenuhinya prinsip minimum pembuktian, seperti 

Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978 No. 18 K/Kr/1977 membebaskan 

terdakwa dari segala dalcwaan dan tunt'Jtan, karena putusan judex factie salah 

menerapkan hukum pembuktian, dimana hanya menjatuhkan putusannya semaffi,mata 

at~ satu keteraiigan saksi saja. 

D. Alat-A!at Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana 

Kalau diperhatikan Pasal 184 KUHAP dapat diperinci jenis alat bukti yang 

sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini tidak diperkenankan sebagai alat 

bukti. 

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain : 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan Terdakwa. 

Menurut Pasall64 HIR, alat-alat bukti terdiri dari: 
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a. Surat 

b. Saksi 

c. Sangka 

d. Pengakuan 

e. Sumpah. 

Jika dibandingkan dengan HIR, maka je!as jenis alat bukti terdapat di dalam 

KUHAP terdapat penambahan alat bukti, yaitG tentang ketera.-1gan ahli. Di samping 

itu, terdapat pula perubahan redaksi tentang '' pengakua..~ terdakwa " dalam HIR 

menjadi "keterangan terdakwa " druam KlJHAP. 

Untuk lebih jdas apa yang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana 

kekuatan alat bukti seperti yang disebut oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di 

atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alat bukti di bawah ini. 

1. Keterangan Saksi 

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling 

penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara 

pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan 

terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan 

perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus 

didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut 

dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan 

keterangan saksi tersebut setidak-tidaknya harus ada dua. 
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Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu pcrkara pi dana yang ia den gar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri. 

Selanjutnya pasai 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai l>erikut : 

"keterangan sa_l(si adalah salah satu alat bukti dalam perkara pic!ana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai ~uatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dania alarni sendiri dengan menyebut alasan ptr..getahuanr.ya itu ". 

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur .. unsur yang terpenting 

yaitu: 

a. Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi). 
!=:.. n..ClitoY<;;..--.-n-9" C".U.--...-1:-: 
u • .I..J'-'llC,a.J. ~~lJ.u.I.l.l' 

c. Lihat sendiri 
d. Alami sendiri 
e. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 16 

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah 

memer.uhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang 

didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri. 

Pengertian kata "sendiri" berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui 

oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari basil 

pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan 

yang ..:.peroleh dari orang lain (testomonium de auditu). 

16 H.M. Kamaluddin Lubis, Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan 
Praktek, Tanpa Penerbit, Medan, 1992, hal. 19. 
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Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan : 

a. Setiap keterangan saksi yang bukan apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa 

pidana yang teijarli atau yang bukan yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, 

tidak dapat dijadikan dan dinilai setagai alat bukti. 

b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari 

offlllg lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai. 

c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari basil pemikiran bukan merupakan 

keterangan saksi. 

Kesak:sian yang Testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai aiat 

bukti yang sah mem!rut hukum, hal ini ses~ dengan keheudak dan tujuan hukum 

acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan 

terhadap hak,hak azasi man'.lSia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya 

mendengar dari orang lain, tidak teijamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu 

patut tidak dipakai di Indonesia. 

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, 

walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat 

sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, 

dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk 

yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. 

Hal J.L. .. sesuai pula dengan pendapat Wiijono Prodjodikoro yang mengatakan : 

" . . . . . . . . . . . . hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi 
de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja 
teijadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah 
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semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang 
menerangkan telah mendengar terjadinya, suatu keadaan dari orang lain, 
kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampinagkan dari orang lain itu, 
dapat berguna untuk pen:y-uSUi1an suatu utl1gkaiai1 pembuktian terhadap 
terdakwa. 17 

Pada umumnya semua orang dapat meajadi saksi, kecuali yang ditentukan lain 

oleh pasal 168 KUHAP tidak dapat dideng~ keterangannya dan dapat mengundurkan 

diri sebagai ~aksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu: 
/_...~:--:-;::::- ~-. 

a Keluarga sedarah atau semenda dalam g2...ris lurus ke atas atau ke;b'~ib :Sampai 

derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai ten~J{J,., · ' 
~ ..,, " 
t~ "'~ '-.. 

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama,.sama sebagai terdairnf.~:ja!!_rl~ ibu 
-! •,, • \ .. 

ata'l bapak, juga I!lereka yang mellipunyai hubungan karena perkawinan dan 

anllk-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 

e. Suami isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama,.sama sebagai 

terdakwa. 

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh pasal 168 KUHAP tentang saksi yang 

mempunyai hak iagkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada 

masa berlakunya IDR. Dalam pasal275 ayat (3) IDR dinyatakan dengan tegas bahwa 

saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat 

diterima sebagai saksi yang disumpah. 

17 Witjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hulcum Pidana, Djambatan, Bandung, 1989, hal. 50. 
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Untuk: memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemuk:akan salah 

satu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 

Mei 1973 No. 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi 

Palembung dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan huk:um 

formil dalam perkara pi dana No. 200/PN .1969, y3.Ilg isinya berbunyi sebagai berikut : 

"Isteri yang syah r\ari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disurnpah ". 

Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk: memberi keterangan 

tanpa sumpah ialah : 

::t. Anak yang umurnya beium cuk:up lima belas tahun dan belum pemah kawin. 

b. Orang sa.lcit ingatan atau ~akit jiwa mesl-Jpun ingatanr.ya baik kern bali. 

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit 

ingatan, digolongkan ke dalam sak:si yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini 

tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada 

kecenderungan untuk: membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika 

dihubungkan dengan nihil dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk 

memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana dimana ia harus disumpah atau 

berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak 

dapat ( dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian 

keterangan saksi yang disebut oleh pasal 171 KUHAP hanya sebagai bukti petunjuk 

bagi hakim. 

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar 

oleh undang-undang dengan alasan : 
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a. UntPk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif. 

b. Untuk: menjaga hubungan baik dalam keluarga 

c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan bathin. 

Hak iLgkar artinya " hak seorang saksi untuk mengajuk:an keberatan-

keberatan yang disertai dengan Z~J!!San-alasan terhad8.p seorang hakim yang akan 

merrgadiii perkaranya ". 18 

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga 

beberapa golongan yang dikecualikan untuk: menjadi saksi dan dapat meminta 

supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara iain adaiah 

mereka-me!"eka ya'lg karena pekerjaan, harkat martal>at atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia (vide pasa1170 KUHAP). 

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang 

harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang 

karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor 

atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang .. orang melakukan pengakuan 

dosa kepadanya. 

Oleh karena pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang 

yang karena martabatnya dan jabatannya dapat menghindarkan diri sebagai saksi, , 

m<Uc~ sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga 

bertindak sebagai saksi dan uL.pat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut 

18 Nico Ngani, Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan, 
Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 63, 
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dengan kesaksi311 yang relatif. 

Di dalam KUHAP dikenal 2 ( dua) macam atau jenis saksi yang dapat 

dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian 

ternacap peristiwa pic!ana yang didakwakan kepada terdakwa. 

Kedua jenis saksi terse but adalah sebagai b~rikut : 

a. Saksi a decharge. 

" Saksi a decharge adalah saksi yang diajukan oleh tersmgka/terdakwa atau 

penasehat hukum yang dihcrrapka•1 dapat mernberikan keterangan yang 

menguntuugkan bagi tersangk:a/terdakwa ". 

Kesaksian a decha!"ge seringkali diperlukan olen terda!-..-wa, apabila 

terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada 

saat iindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar .. 

benar tidak pernah berada di tempat kejadian baik sebelum, selama atau sesudah 

tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan 

menguatk:an alibi terdakwa tersebut. 

b. Saksi a charge. 

" Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya 

itu dapat memberatk:an suatu dakwaan terhadap diri terdakwa ". 

Saks• a .:::harge pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau 

sebagai upaya untuk membuktika11 ~~esalahan terdakwa. 

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal 

juga saksi lainnya yaitu : 
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1. Saksi V erbalisan~. 

Saksi verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam praktek 
peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. ?ada 
umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa 
pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas 
peri..'l.tah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara 
yang sedang berjalan. 19 

2. Saksi Mahkota 

"Saksi mahkota adalah saksi yang dimajukan penuntut umum di depan persi-

danga..11, di..rna..Tla sa..lcsi tersebut juga merupakan ternan terdakwa yang ikut serta 

melakukan perbuata.1 pidana itu ". 

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi u!ama yang sesuai 

dengan konteks pembahasan skripsi ini, yaitu saksi berasal dari salah -seorang 

terdakwa (sesama pdaku) terhadap tindak pidana yan.g Sfuua yang 

disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi a 

charge. Karena saksi mahk"ta ini di ... jukan oleh penuntut umum dalam usahanya 

untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, 

agar dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. IJengan demikian keterangan 

yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa. 

Da.iam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi : 

" Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, 

tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keteran:gan 

19 H.M. Kamaluddin Lubis, Op.Cit, hal. 30. 
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dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah 

lain". 

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketent.uan Pasal 185 ayat 

(7), keterangan yang diberikar. oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau 

janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, ketern.!!gan itu hanya bolel:. digunakan 

oleh hakim sebagai keterangan tambahan rntuk menguatk211 keyakinan hakim. 

Dari uraian di atas jelas, bahwa menurut KUHAP keterangan sa.'a>i yang 

mempunyai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah ada!~ 

keterangan sak:si yang memenuhi syarat, yaitu : 

a. Syarat Material. 
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang 
diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu 
peristiwa pidana yang bersangkutan., buka.1 keterangan yang diberlkan oleh 
saksi yang mendengar dari orang iain atau kesaksian tesf..monim de auditu 
(hearsay evidence). 

b. Syarat formal. 
1) Keterangan saksi ;:;ebagai <uat bukti yang sah adalah keterangan yang 

diberikan oleh saksi yang telah menjalankan kewajibannya sebelum 
atau sesudah memberi keterangan, yaitu mengucapkan sumpah atau 
janji bahwa ia akan memberi keterangan yanp: benar tidak lain dari 
-pada yang sebenarnya. - - · 

2) Keterangan sebagai alat bukti yang sah itu dinyatakan oleh saksi di 
depan sidang pengadilan. 20 

2. Keterangan Ahli 

Keterangan Phli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184 

ayat (1) KUHAP. Ini berbeda dengan HIR yang bdak mencantumkan keterangan ahli 

20 Lamintang, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu 
Pengetahuan Hukum Pi dana, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 31. 
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sebagai alat tukti. 

KUHAP sama sekali tidak: memberi penjelasan apa sebenarnya yang disebut 

dengan ahli dan apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli itu. KUHAP hanya 

merumuskan tentang ket~rangan ahli da!am satu pasal saja, yairu dalam Pasal 1S6 

KUHAP. I tupun tidak: diberikan penjelasan apa-apa tentaDg ahli. TerjJaksa dalam 

mencari dan menemukan pengertian tentang ahli dihubungkan dengan beberapa pasal 

yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu pasal 1 butir ke-28, pasal 120, pasal 133, pas3l 

179 dan pasal 180 KUHAP. 

Pasal i butir ke .. 28 KlTtiAP menyebutkan : keterangan ahli adaiah 

keterangan yang diberikan oleh seorEg yar.g memiliki keaPJian khusus tentattg hal 

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang .. undang ini. 

Pasal 120 KUHAP menyebutkan : Keterangan ahli ialah orang yang memiliki 

" keahlian khusus ", yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya 

yang sebaik .. baiknya. Jika diperhatikan pasal 133, pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, 

pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli 

adalah yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir ke-28 atau pasal 120 KUHAP. Yang 

terpenting harus diketahui bahwa keterangan ahli itu mempunyai unsur : 

a. Keahlian khusus, 

b. Keterangan itu harus menurut pengetahuannya. 

Pengertian ilmu pengetahuan oleh HR (Hoge Raad) meliputi kriminalistik. 

Se-dang Van Bemmeden mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan 
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sidik jari dan sebagainya termasuk ke d~lam pengertian ihnu pengetahuan. 21 

Dalam .menilai apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan 

ahli, bukan hanya semata-mata ditinjau dari falder keahliannya atau faltter erangnya 

saja, tetapi di!entukan juga oleh faktor bentuk keterangannya. Walaupun yang 

memberikan keterangan itu benar-benar seorang ahli, tetapi k:1lau ahli t~rsebut 

memberikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lih?-t sendiri , ia sendiri atau yang 

dialaminya sendiri, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 

keterangan ahli, melai..Jk:an dikatakan sebagai keterangan salcsi biasa. 

8ebaliknya waiaupun seorang ahli memberikan keterangannya berdasarkan 

keahliannya yang khusus untuk itu, tempi jika ia dalam memberibn ketera.'lgan 

tersebut tidak berdasarkan permintaan dari penyidik dalam pemeriksaan perkara 

pendahuluan atau bukan permintaan dari Hakim, Jaksa atau terdakwa Calam 

pemeriksaan di persidangan maka keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat 

dikategorikan sebagai keterangan ahli. 

3. Surat 

Surat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur di dalam pasal 184 

ayat (1) sub 3. 

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana 

yang disebut oieh pasal 184 ayat i sub 3 adalah : 

21 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
198J., hal. 250. 
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Surat yang dibuat atas sumpah jabatan 

Surat yang.dikuatkan dengan sumpah. 

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan itu terdiri dari : 

49 

a. Berita acara daTl. surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang 

atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 

keadaan yang didengar, dilihat abu yang dialarninya sendiri, disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

Jadi agar surat resmi yang dibuat oleh pejabat ywg berwenang mempunyai nilai 

kekuatan sebagai alat bukti, harusiah memuat tentang kejadian atau keadaan 

yang didengar, dilihat atau yaag dialami si pejabat itu sendiri serta menjelaskan 

dengan tegas tentang keterangan yang dibuatnya itu. 

b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang,undangan atau surat yang 

dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Misalnya surat izin 

bangunan, surat izin eicsport dan lain sebagainya. 

c. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, sebagai mana yang 

dinyatakan oleh pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu surat keterangan yang 

diberikan oleh seorang ahli yang berupa laporan. Misalnya Visum et revertum. 

Sedang surat yang dikuatkan df'ngan sumpah yaitu surat lain yang hanya dapat 

berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain. 

Bentuk .. bentuk surat yang diuraikan di atas terutama surat yang dikeluarkan 

oleh pejabat resmi, surat yang berbentuk menurut undang-undang atau bentuk surat 
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yang dikeluarkan oleh seora.'1g ahli, dengan senc!irinya sudah bemilai sebagai alat 

bukti yang sah. sejak surat itu dibuat. 

4. Petunjuk 

Petunjuk sebagai alat hukti yang sah menurut undang-undang sulit untuk 

dijelaskan pengertian secara kon.lait. Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan 

bahwa petunjuk itu adalah : suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik anl.ara yang satu liPTigan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandak:an bahwa telah tcrjaci suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. 

R. Soesilo memberikan komentar bahwa bukti petunjuk adaiah : Suatu 

• '1 k . • .• ' ' • . . pen:mata.'l. atau nru yang arena persesumat'1Ilya OhlK amara sam aengan yang iam, 

maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak 

pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tusebut ili.pat diperoleh dari 

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

M. Y ahya Harahap mengatakan : 

Petunjuk itu adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, 
kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang 
satu dengan ya.•1g lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan 
tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat tersebut melahirkan atau mewujudkan 
suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan 
terdakwalah pelakunya. 22 

22 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 839. 
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Dari uraian tersebut di atas dapat diberikan ke~impulan sebenamya untuk 

menentuk:an apa itu alat bukti petunjuk yang terpenting harus ada persesuaian, yaitu 

persesuaian antara kejadian, peristiwa, dengan tindak pidana itu sendiri. Dan dari 

persesuaian itu dapat diketahui si'lpa pelakunya. 

5. Keterangan Terdakwa 

Keteraugan terdakwa adalah merupakan salah satu alat buk:ti yang sah 

menurut undang-undang. Hal ini secara jelas cl!'lpat dilihat di dalarn pasal l 84 ayat 1 

sub5KUHAP. 

Pengertian yCillg terka..'ldung pada kata keterangan terdakwa, lebih bersifat 

kepada suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Keterangan 

terdakwa belw.u. tentu mengakui. Dengan perlrn.ta:m lain, keterangan terdakwa dapat 

meliputi " pengakuan " dan " pengingkaran atau penyangkalan ". tetapi kalau sudah 

mengakui, berarti memang benar adanya dan tidak ada sifat mengingkari. 

Pengertian keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 ayat l KUHAP 

yang menyatakan " Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di 

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami 

sendiri ". 

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa yang sebenamya yang 

dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau 

jelaskan di sidang pengadilan, apa yang diterangkannya itu menyangkut tentang 
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perbuatan yang dilak:ukannya sendiri, <1tau yang diketahuinya atau sebab itu 

dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. 
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A Kesimpuian 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

69 

1. Kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunutan bere:1cana Pasal 

340 KUH P!dana amat sangat pe11~g, karena dengan adanya pembuktian 

maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana 

pembunuhan berencana, regaimana proses pembunuhan tetjadi, serta alat apa 

yang dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini juga 

memberJcan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan 

berencana tersebut. 

2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang be!"hubungan dengan 

kasus pembunuhan berencana adalah dengan melakukan olah TKP dimana 

tetjadinya pembunuhan berencana tersebut. ldentifikasi TKP akan 

memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat­

alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah 

ada pihak,pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada pih::>k penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusianya k:hususnya dalam peny i..tikan suatu peristiwa pembun1llhrul 

berencana yang dewasa ini semakin berkembang polanya dan adan a , , 

menghilangkan identitas korban seperti pembunuhan yang diikmi ~~ 
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mu:ilasi. 

2. Kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan 

kerusakan tempat kejadian perkara sehingga suatu tindak pidana pembunuhan 

kehilangan bu!ai hendaknya pihak kepolisian dapat bertindak tegas der.gan 

memberikan sanksi hukum sesuai ang diatur dalari! undang-undang. 
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